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PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PENGAWASAN PEREDARAN BARANG PALSU OLEH
HAKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK (Studi Kasus Toko Sepatu di Sukaramai Trade Center Kota
Pekanbaru)”, yang ditulis oleh:

Nama : M. ILHAM
NIM : 11820711523
Program Swudi : Ilmu Hukum
Telah di munaqasyahkan pada:
Hariv/Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025
Wakitu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Peradilan Semu Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 18 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr.M. Darwis, S.HI., S.H., M.H

Sekretaris
Ilham Akbar, S.HI., S.H., M.H

Penguji I
Dr. Muslim, S. Ag., S.H., M.Hum

Penguji 11
Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Mengetahui :
Bek i lrukulms Syariah dan Hukum
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PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PENGAWASAN PEREDARAN BARANG PALSU OLEH
HAKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK (Studi Kasus Toko Sepatu di Sukaramai Trade Center Kota
Pekanbaru)”, yang ditulis oleh:

Nama : M. ILHAM
NIM : 11820711523
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Mei 2025

Pembimbing Skripsi I Pembimbing Skripsi I

!
H. Moxits;ﬁaé&bh/l\'ﬂi Dr. M. All i S¥ahyin, MH
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SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : M. TIlham
NIM : 11820711523

Tempat/ Tgl. Lahir  : Payakumbuh, 11 September 2000
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : llmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya limiah lainnya:

PENGAWASAN PEREDARAN BARANG PALSU OLEH HAKI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK (Studi Kasus Toko Sepatu di Sukaramai Trade Center
Kota Pekanbaru) Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

l. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya [lmiah lainnya, dengan judul
sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya
sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, saya ini, saya
nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan
Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, saya tersebut, maka saya
besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa
paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbam, 28 Mei 2025

NIM. 11820711523
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ABSTRAK

“llham, (2025) PENGAWASAN PEREDARAN BARANG
PALSU OLEH HAKI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
(Studi Kasus Toko Sepatu Di Sukaramai Trade
Center Kota Pekanbaru)
Perlindungan hukum terhadap pemilik merek merupakan bagian penting
daFi sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Merek sebagai identitas
sdatu produk barang atau jasa harus mendapatkan perlindungan yang memadai
r tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2816 Tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan dasar hukum untuk
melindungi merek dari tindakan pemalsuan yang semakin marak terjadi,
kRtisusnya dalam industri barang konsumsi seperti sepatu dan pakaian. Penelitian
i bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap merek
p%lsu, dasar yuridis, serta hambatan dalam penegakan hukumnya.

Perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran merek mencakup
tindakan preventif dan represif sebagaimana dikemukakan oleh Phillipus M.
Hadjon, yaitu upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan tindakan hukum
terhadap pelanggar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016,
pelanggaran terhadap merek merupakan delik aduan relatif, sehingga penegakan
hukum hanya dapat dilakukan jika ada laporan dari pemilik merek atau pemegang
lisensi (Pasal 100-103). Kondisi ini menimbulkan tantangan serius dalam
perlindungan hukum karena ketergantungan mutlak pada inisiatif pemilik merek
untuk melakukan pelaporan.

Faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lemahnya kesadaran hukum
ni@syarakat turut mendorong peredaran barang palsu. Dari sisi pemerintah,
mieskipun terdapat kewenangan untuk mengawasi dan mencabut izin edar produk
idak sesuai standar, lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga

tembuat pelaksanaan perlindungan hukum belum maksimal. Untuk mewujudkan
perlindungan hukum yang efektif, perlu sinergi antara aparat penegak hukum,
pémilik merek, pemerintah, dan masyarakat konsumen.

€ Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosilogis dengan
péﬂdekatan deskriptif  kualitatif. ~Teknik pengumpulan data meliputi
opservasi,wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis yang
digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. disimpulkan bahwa perlindungan
hetkum terhadap merek palsu belum berjalan optimal. Diperlukan penguatan aspek
régulasi, sosialisasi hukum, serta konsistensi penegakan hukum agar tujuan
perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 benar-
benar tercapai dan masyarakat terlindungi dari dampak negatif barang palsu.

NYIw e1do YeH o

@ta Kunci: Perlindungan hukum, merek palsu, Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016, delik aduan, kepastian hukum, keadilan
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g KATA PENGANTAR
-
2
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga atas

[Tw e}

hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga

n

penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pengawasan Peredaran Barang

w
Palsu Oleh Haki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

T%;ntang Merek (Studi Toko Sepatu di Sukaramai Trade Center Kota
Pgi(anbaru)” dengan baik dan tepat waktu. Shalawat dan salam semoga selalu
terlimpahkan untuk teladan umat manusia sepanjang masa, Rasulullah SAW
yang telah melakukan banyak pengorbanan untuk memimpin umat manusia ke
jalan yang di ridhoi Allah SWT, dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu
pengetahuan.

Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
d;{?i Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau. Dalam proses
pg;lulisannya, penulis telah mendapat banyak bantuan dan dukungan yang
bz’ir:_harga dari berbagai pihak, baik secara moral maupun materiil. Oleh karena

it,’E, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang besar

<
kBpada:

I

Keluarga tercinta, yaitu Ayahanda Afrizal S.Ag dan Ibunda Susi Enti yang
telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih
sayang, serta adik Muhammad Akbar, dan Fathurrahman As-Siddig, yang
telah memberikan motivasi, semangat, dan dukungan yang tak henti selama

proses perkuliahan hingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir
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skripsi ini, terima kasih atas doa, restu, dan ridhonya.

Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA. selaku Rektor Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah
memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. H. Abdul
Munir, Lc., MA., selaku Wakil Dekan |, Bapak Dr. H. Mawardi M.Ag
selaku Wakil Dekan 11, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, selaku Wakil Dekan 111
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau beserta jajarannya yang telah melayani dan mendukung keperluan
penulis selama menjadi mahasiswa.

Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.1., S.H., M.H. selaku Ketua prodi llmu
Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H. selaku Sekretaris
prodi llmu Hukum serta staf prodi llmu Hukum yang telah memberi
motivasi, arahan dan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.

Bapak H. Mohd. Kastulani, SH., MH selaku Dosen Pembimbing | dan
Bapak Dr. M. Alpi Syahrin selaku Dosen Pembimbing Il yang telah
memberikan bimbingan, arahan, motivasi serta kemudahan selama proses
penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Bapak Roni Kurniawan, SH., MH selaku Penasehat Akademik (PA) yang
telah banyak memberi nasihat, bimbingan dan dukungan kepada penulis
dalam menjalani proses perkuliahan selama ini.

Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
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Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terima kasih atas ilmu dan
pengetahuan yang sangat berharga yang telah diberikan kepada penulis
selama proses perkuliahan. llmu ini akan menjadi pedoman hidup di masa
yang akan datang.

Kepala dan seluruh jajaran karyawan Perpustakaan Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan sarana untuk
melakukan studi kepustakaan.

Sahabat sahabat terbaik dimanapun berada, yang selalu bersama penulis di
saat suka dan duka, mengisi kekosongan, melimpahkan kasih sayang,
memberikan motivasi, menyerukan semangat, memberikan saran,
mengucapkan do’a, dan menguatkan penulis dalam menghadapi proses
perkuliahan sampai kepada penyelesaian skripsi ini. Semoga kita tetap bisa
selalu bersama dan diridhoi Allah dalam setiap langkah.

Sahabat seperantauan, yang selalu bersama- sama saling memberi
semangat, saling membantu, saling mendo’akan, dan saling memberi saran
agar mampu saling menguatkan saat berada jauh dari rumah, terima kasih
telah membantu penulis saat melakukan penelitian.

Dengan segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, penulis

in menyampaikan penghargaan yang mendalam dan rasa terimakasih yang
s. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi Kita

ua, terutama bagi penulis.
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© _.%m k cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
U.\/I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
u__._...l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
nwf hm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
lh_\_n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ORSOER XAl 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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bt el =
Mf hm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
lh_\_n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
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BAB I
PENDAHULUAN
Y Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia mempunyai pandangan hidup dan Kkarakteristik

y11w®idio yeH o

té;sendiri yang bersumber dari nilai-nilai yang dianut Bangsa Indonesia. Nilai-
nghi tersebut didapatkan setelah melalui proses yang cukup panjang dalam
p%jalanan sejarah Bangsa Indonesia, dimulai dari zaman kerajaan Kutai,
Sﬁwijaya, Majapahit, Kerajaan Islam, Kolonialisme Belanda, Pendudukan Jepang
h;i:ngga masa kemerdekaan saat ini.

Nilai yang melekat pada bangsa Indonesia menjadi pandangan hidup
dalam bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai tersebut yang sudah mendarah
daging terdiri atas nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai
kerakyatan dan nilai keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut dirumuskan dengan nama
Pgncasila sebagai dasar negara Indonesia.

Pancasila mempunyai peran yang sangat vital dalam perumusan hukum di

wEB[s] d3e)

onesia. Pancasila sebagai norma dasar bagi pembentukan hukum di bawahnya.

!

I—@I ini selaras dengan pendapat Hans Kelsen perihal jenjang norma hukum

u

dghana norma hukum itu berjenang dan berlapis lapis, dimana bahwa suatu norma

-

I%ih rendah berlaku, bersumber pada norma yang lebih tinggi demikian

(=]
seulgerusnya hingga mencapai suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut

=
y'g_ng bersifat hipotesis dan fiktif yang merupakan grundnorm.?

! Kaelan, H. Pendidikan Pancasila. (Jakarta: Paradigma, 2010) h. 110.
? Indriati, M. F. llmu Perundang —Undangan (1): Jenis, Fungsi, Materi Muatan. (Jakarta:
Kanisius, 2007). h 42.

M Jijedg u
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Sebagaimana dituangkan dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-

dang Dasar 1945 (UUD 1945) merumuskan tujuan negara sebagai berikut:

di$ 3eH o

emudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia

w8

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
=

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
Z

il@cat melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

aEﬁdi dan keadilan sosial..., yang kemudian dituangkan dalam pasal-pasal UUD

1@5, yang salah satu aspeknya menggambarkan kesejahteraan suatu bangsa atas

kgefberhasilannya dalam pembangunan ekonomi. Dalam pasal 33 UUD 1945

menyebutkan :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas
kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan,
berwawasan  lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Semakin berkembangnya perdagangan antar negara ditandai dengan

uejing jo &]}SIBA!UH JIWe[sS] 9jelg

mmbaiknya sarana transportasi yang mengakibatkan pemasaran barang menjadi

Ie

Iues dan pemasaran dari suatu produk sampai melewati batas-batas negara.
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©

I%ngan semakin berkembangnya perdagangan maka akan menyebabkan berbagai
-

nmacam permasalahan mengenai perdagangan yang akan mungkin muncul
@)

n%tinya, salah satunya seperti permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap
=

merek dagang.

=

=
=
mcaraknya peredaran merek palsu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang

w
Merek, dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur tentang hak merek yang

Perkembangan perdagangan yang semakin luas ini menyebabkan

pga);'ida awalnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
y:;ng di amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 di mana
Pertimbangan ini sendiri mencakup bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 tentang Merek.

Salah satu jenis industri HKI yang tumbuh pesat dan secara nyata
memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara adalah industri sepatu/sandal,
ba@u, tas, jam tangan, jaket, celana dan aksesoris lainnya. Karena tumbuhnya
p?ﬁ)]ingkatan gaya hidup masyarakat akan penampilan. Hal ini memberikan
péffuang yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha

p@dusen dengan mengeluarkan berbagai jenis merek yang dikeluarkan di

=
Indonesia maupun di luar Indonesia.
(1°]

E.: HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama
dangan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Banyak hal yang dapat dilindungi oleh

I, termasuk novel, karya seni, fotografi, merek dsb. Meskipun demikian,

um HKI tidak diperluas terhadap situasi di mana seseorang yang melakukan
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©
ué’éha atau sumberdaya ke dalam sesuatu yang melibatkan pengeluaran akal budi,

A

pengetahuan, keahlian atau tenaga.

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk

Iw eyd

n;n;ngidentifikasi suaatu produk atau perusahaan di pasaran. Pengusaha biasanya
berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan
Z
mcénggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan
d%i para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut
dg;?-]gan merek yang telah digunakan perusahaan secara reguler. Merek sangat
pgnting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan
suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah
merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. *

Produksi barang palsu salah satunya sepatu bermerek yang beredar luas di
pasaran sekarang ini berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Sepatu

bggmerek yang sedang populer di kalangan masyarakat Indonesia saat ini seperti

%]
P&@ma, Macheth, DC Shoes, Reebok, Converse, Asics, New Balance, Vans, Nike,

e
w

Adidas & masih banyak lagi berlomba-lomba menarik perhatian dan minat

[

kBnsumen untuk membeli produknya.

Produk industri sepatu juga sangat kompetitif dalam jenis maupun

&ESIaA;u

tuknya misalnya sepatu running, sepatu pantofel, sepatu boot, sepatu futsal,

atu sneakers, high heels, flat shoes, wedges, dan lainnya ditambah dengan

s&8o

* Darmain, Eddy. Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: PT.Alumni, 2013), h 3-4.
* Ahmadi Miru, Hukum Merek, ( Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2005), h 7.
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©

kgjeragaman warna yang bermacam-macam, kecanggihan teknologi, dan merek
-

sebagai pembeda suatu brand image tentunya.

Merek menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan

w eyd

sii;ingkali merek yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih
bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut. Merek yang sudah menjadi
tézkenal dan laku di pasar tentu saja akan cenderung membuat produsen atau
p?@gusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan merek terkenal, bahkan
dgam hal ini akhirnya muncul persaingan tidak sehat. Salah satu penggunaan
mcerek terkenal yang sering dipakai untuk memproduksi barang tiruan atau palsu.®

Citra merek berpengaruh dalam niat membeli suatu produk bagi konsumen
banyak konsumen mementingkan citra merek dalam memilih produk. Citra merek
yang baik menunjukkan kualitas dari produk tersebut. Citra suatu produk terkenal
juga mempengaruhi niat membeli konsumen terhadap produk palsunya. Jadi citra
nggrek sangatlah penting karena mempengaruhi konsumen untuk pembelian
p%duk selanjutnya, begitu juga dengan produk palsu yang menyerupai produk
rri:é'rek terkenal. Merek tersebut sangat dipercaya konsumen dengan kualitas yang
bgk. Sehingga konsumen membelinya tetapi dengan harga relatif lebih murah.
I\Eérek palsu ataupun yang sering di sebut merek kw adalah merek tiruan\imitasi

dE;ri barang yang asli (original). Kata KW berasal dari kualitas yang konotasinya

= .
I@t&SI atau tiruan.

® Tarigan R. Tinjauan Yuridis Fenomena Merek Sepatu Tidak Original Di Daerah Istimewa
yakarta. (e-journal.uajy.ac.id, 2016). h 1.

® Damian, Eddy, dkk. Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar). (Bandung: PT.Alumni,
3). h 131.

éfue;(g uejn
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Maka dari itu, seringkali merek dipalsukan karena nilai ekonomisnya yang

2 3EH @

sangat tinggi sehingga mengakibatkan pemilik merek yang asli merasa dirugikan

£1d|

dan jatuhnya reputasi merek yang telah dibangun dengan susah payah dan biaya

Iwl

yang tidak sedikit. Namun, tidak hanya kepentingan pemilik merek asli saja yang

-~

dirugikan, tetapi konsumen juga merasa dirugikan karena membeli produk yang
tgak sesuai dengan ekspektasinya sebagai timbal balik dari pembayaran yang
siﬂah dilakukannya. Selain citra merek, faktor kepribadian juga sangat
bg;gpengaruh dalam niat membeli konsumen. Dari pengetahuan faktor kepribadian
kgnsumen kita dapat mengetahui apa penyebab konsumen ingin membeli produk
palsu. Kita ambil saja contohnya merek sepatu Nike. Merek sepatu Nike dikenal
di kalangan anak muda dengan harga menengah keatas, dari hal tersebut banyak
produsen yang menyalahgunakan merek tersebut dengan membuat produk Nike
palsu. Kebanyakan konsumen pasti menginginkan suatu barang bermerek dengan

h@gga yang relatif murah, hal seperti inilah yang mendorong produsen membuat

f+¥]
migrek-merek palsu guna memenuhi kebutuhan konsumen. Biasanya pelaku bisnis

e
w

pg)'duk palsu menyasar ke tempat-tempat, dimana konsumen sering melakukan
p%nbelanjaan. Dalam hal ini, produk palsu dapat ditemukan di pasar-pasar seperti
=

yang ada di Kota Pekanbaru yakni STC (Sukaramai Trade Center).

Banyak toko/kios yang menjual berbagai barang palsu dengan

0 A}1s13

n'gnggunakan merek sepatu ternama. Hal ini tentu saja sangat melanggar Undang-

=
Lahﬁdang No 20 tahun 2016 tentang merek. Namun tetap saja para produsen tidak
=

mgnaati ketentuan yang berlaku karena melihat adanya minat konsumen yang

tirggi terhadap barang palsu yang harganya jauh lebih murah dari pada barang asli

nery| lu:[Sl?)IgI.IE
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©
déﬁ juga undang-undang yang di terapkan pemerintah tidak memiliki efek jera

=

yang setimpal dengan hasil yang di dapat sehingga para pelaku tidak takut untuk

1d

melakukan kecurangan dalam membuat dan menjual produk palsu.
Maraknya peredaran merek palsu di pasar kian meresahkan banyak pihak
g mana dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

g menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek

SN NEN 11w

yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk

d

bgang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana
dgngan pidana penjara dan/atau pidana denda. Namun masih saja banyak pelaku
usaha yang memproduksi barang dengan memakai merek yang sudah terdaftar
atau merek palsu yang nantinya akan diedarkan di pasar-pasar selain itu
merugikan pemerintah (pajak), investor atau pemegang merek. Pasal 100 Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2016 menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan
tappa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek
t&daftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi
d;ﬂﬁ/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
ta@un dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Dua miliar
rl%iah).7

Keberadaan merek palsu juga merugikan pelaku sektor industri termasuk

Ay18

para pekerja dan konsumen, sebagai pengguna meskipun mereka secara langsung

ngsgo

d'g_pat membedakan merek terkenal asli dengan merek terkenal palsu tetapi mereka
=

tidak menghiraukan demi menunjang gaya hidup. Selain mengutamakan merek,

" Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek

nery wisey jue



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
——
I

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

©

bﬁsanya konsumen yang membeli produk dengan merek palsu lebih
-

ngngedepankan harga yang lebih murah dibandingkan produk dengan merek
@)

aslinya.

|1w

=  Melihat realitas maraknya pemalsuan merek terkenal di berbagai daerah

b

térmasuk di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau

N

dgh juga telah menjadi pusat perekonomian Provinsi Riau bahkan di Sumatera

S

bggian tengah. Di mana dalam aktivitas perekonomiannya banyak pengusaha yang

d

rr&enjual produk-produk dengan merek palsu. Salah satunya di Sukaramai Trade
Ccenter (STC) banyak beredarnya barang bermerek terkenal (luxrury good) tetapi
barang yang beredar adalah barang bermerek terkenal palsu seperti sepatu (Nike,
Adidas, Converse) dan lainnya yang banyak beredar. Banyaknya peminat pada
produk bermerek palsu memang terletak pada harganya yang jauh lebih murah
berkisar Rp. 50.000 -Rp. 350.000 dibandingkan dengan harga aslinya yakni yang
bggkisar Rp. 4.000.000-Rp. 20.000.000.

STC merupakan salah satu pusat perbelanjaan menyediakan barang-barang
b

merek dan ada yang palsu dengan berbagai macam pilihan merek, model

b -ang dan harga murah yang menarik banyak peminat dari kalangan menengah

U EDTWR[S] 3)e

k%'bawah. Peredaran barang-barang bermerek palsu yang ditemui berdasarkan

-

h%il observasi pertama hampir secara keseluruhan 70% pedagang-pedagang
s%atu menjual barang-barang merek palsu. Peredaran barang palsu dianggap
=
d'g_pat memenuhi kebutuhan gaya hidup sosial masyarakat tanpa menghiraukan
=

kifalitas barang. Jumlah permintaan yang terus bertambah mengakibatkan akan

nery wisey jue
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©

b%tambahnya penjualan produk merek terkenal palsu dan semakin membuat
-

résah pemegang merek.
@)

“Sepatu bermerek yang dijual ini bukan menjadi rahasia umum lagi,

w e)

sii:nua pada tahulah. Kita hanya menjual saya sesuai permintaan dan
perkembangan zaman. Sepatu bermerek di sini tentu bukan asli pabrikan, tetapi
hgi’ganya cukup murah dan terjangkau. Sampai saat ini aman-aman saja, belum
aiﬁ teguran atau apalah dari pernerintah”8

g Peredaran merek palsu perlu mendapat perhatian dari instansi terkait
dge:ngan melakukan pengawasan intens, agar pemalsuan yang terjadi tidak
memberikan dampak buruk bagi perekonomian yakni pemilik merek dan juga
konsumen sebagai pengguna merek. Melalui pengawasan yang baik, akan
mewujudkan kestabilan ekonomi, sehingga tumbuh merek-merek baru yang bisa

meningkatkan perekonomian nasional.

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan

Jeis

nilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan,

apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.” Kemudian Hadjon pengawasan

Turgs|

r@rupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan

=
p?erapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.

-

[\]:éngan demikian jelaslah bahwa pengawasan suatu terhadap merek produk palsu

panting dilakukan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap merek,

=
b'gl“k itu penggunaan merek palsu maupun lainnya.

Iefg u

® Wawancara dengan Syafrizal pemilik toko X di STC Pekanbaru pada hari Kamis tanggal
14Desember 2023.

g ° Sujamto. Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab, Jakarta: Sinar Grafika,
1990, h.17.
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Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi

ABH @

masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai
@)

d%gan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga
n%mungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai
tigdakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan
p%angkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan hukum di atas,
rrigka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu: subyek yang
mcelindungi, obyek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang
digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.

Perlindungan hukum terhadap merek yang telah terdaftar sebagai suatu
upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai

manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan

nlgmberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya

e}

téfsebut.

Sudirman Trade Center menjadi salah satu pusat perbelanjaan yang

yak dikunjungi pembeli baik dari dalam kota maupun luar kota. Namun

gawasan atas berbagai produk terutama sepatu bermerek oleh instansi

=} O
agmfgmme]sl

wenang atau staff HAKI belum terlihat secara nyata. Hal ini terlihat di STC

Afsx

&o

apat belasan toko/kios yang menjual berbagai merek sepatu palsu dan belum

satupun dari sekian banyak toko yang mendapat teguran ataupun sanksi.

QD
ens

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka penelitian tertarik untuk

%me&g u

ingkaji sejauh mana merek palsu di Sudirman Trade Center Pekanbaru dengan

Nery wisey|
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@
j@ul: “Pengawasan Peredaran Barang Palsu Oleh Haki Berdasarkan Undang-

=

Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek (Studi Kasus Toko Sepatu Di
@)
S'%-{karamai Trade Center Kota Pekanbaru)”

=

7__?-

B-Batasan Masalah

; Pada penelitian ini peneliti membatasi masalah pada hal-hal yang
b%hubungan sepatu dengan merek palsu, dampak dari penggunaan merek orang
ps)

n e

A tanpa izin, pelanggaran yang dilakukan oleh penjual, serta upaya yang dapat
dilakukan untuk mencegah penggunaan merek palsu. Untuk itu dalam penelitian
ini peneliti membatasi keberadaan merek palsu memberi kerugian kepada
pengusaha yang menjual produk asli dari produsen pemilik hak merek. Dengan
demikian fokus dari penelitian ini adalah peredaran merek palsu yang merugikan
pemegang merek asli ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

teptang Merek.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari uraian di atas, maka penulis merumuskan

un drw®sy aje

yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan penelitian ini ialah sebagai
berikut :

e

= 1. Bagaimana pengawasan peredaran barang palsu berdasarkan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Sukaramai Trade Center

Kota Pekanbaru?

nerny wisey JureAg uejng
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2. Bagaimana perlindungan merek dari barang palsu berdasarkan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Sukaramai Trade Center

Kota Pekanbaru?

Al[lw eydio yeH @

IfTujuan dan Kegunaan Penelitian

N

19Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka ada beberapa tujuan yang

Y Bysn

hendak di capai oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini

ne

yaitu sebagai berikut.
a. Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang pengawasan
peredaran barang palsu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2016 Tentang Merek di Sukaramai Trade Center Kota Pekanbaru.
b. Untuk mengetahui perlindungan merek dari barang palsu berdasarkan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Sukramai

9 p]
Y
@  Trade Center Kota Pekanbaru.
@
2§Kegunaan Penelitian
g Dalam melaksanakan penelitian ini dapat diharapkan memberikan
5

unaan bagi dari segi teoritis maupun praktis yaitu

2B

a. Kegunaan Teoritis
Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan
sumbangan bagi teori hukum khususnya yang berkenaan dengan merek.

b. Kegunaan Praktis

nerny wisey] JireAg uejng jo Ljrs1
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman
tentang merek, khususnya mengenai sepatu merek palsu dilihat dari
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Sukaramai

Trade Center Kota Pekanbaru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
U.\/I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
u__._...l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
m.' hm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
lh_\_n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ORSOER XAl 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
Y Pengertian Pemalsuan

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda,

y11w®i1dio yeH o

statistik, atau dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu), dengan maksud untuk
=z

nﬁcénipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya

2]
yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui

Py
pgmalsuan.
(=
Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 2 (dua)
norma dasar, yaitu:
1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam
kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya dapat tergolong dalam
kejahatan terhadap negara/ketertiban umum.*
Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu

masyarakat yang sudah maju, dimana surat, uang logam, merek atau tanda tertentu

wB[S] 238315

d@ergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di dalam masyarakat.

=
P%fbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan

-

pénipuan, hingga tiap semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan

o
tea‘golong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran

=
t@tang sesuatu keadaan atas barang, seakan-akan asli atau benar, sedangkan
=

seSungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Gambaran ini
j+¥]

el
[
ey

7~ H.AK. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku 11), Jilid I,
(@’andung: Alumni, Bandung, 1986), h.155

nery w
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©

bﬂwwa orang lain terpedaya dan mempercaya bahwa keadaan yang digambarkan
-

afas barang/surat tersebut adalah benar atau asli.

Palsu juga diartikan sebagai tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, dan

yagainya. Palsu juga diartikan sebagai tiruan atau memalsukan suatu barang

HQ;IU.I eyd

afau gambar atau ciptaan seseorang, yang dapat menimbulkan kerugian bagi
Z

p@chak-pihak tertentu.

% Pemalsuan merupakan tindakan atau penyalahan terhadap hak legal dari
pgnilik intellectual property. Secara teknik kata counterfeiting merujuk hanya
pjda kasus pelanggaran hak merek dagang (trademark), namun dalam praktiknya
counterfeiting juga mencakup tindakan pembuatan sebuah barang yang bentuk
fisiknya sengaja dibuat sangat mirip dengan barang yang asli."' Kejahatan
pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran atau

palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah

bgpar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

e}

Bz Pengertian Barang Palsu
Barang palsu adalah versi tiruan atau replika dari produk milik perusahaan

. Produksi, promosi, atau penjualan barang palsu merupakan jenis pelanggaran

f%_’nme]sl

rek dagang yang ilegal di kebanyakan negara, dan dianggap merugikan bagi

anggan, pemilik merek dagang, dan penjual produk asli.

A@sia@u

Peningkatan penggunaan berbagai barang, tanda, tulisan/surat yang

inan keasliannya/kebenarannya dibutuhkan oleh masyarakat, mengakibatkan

wigins 30

imbulnya perbuatan pemalsuan, serta peningkatan permintaan akan barang-

* Adami Chazawi, Tindak Pidana Pemalsuan (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), halaman 11

nery wrsey yueAs
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©

b%ang kebutuhan hidup akan menambah kemungkinan/kesempatan terjadinya
-

p€rbuatan pemalsuan tidak hanya atas barangnya sendiri, tetapi juga terhadap
@)

mpérek, tanda dan suratnya yang dibutuhkan untuk memberikan jaminan akan

w

kebenaran, keaslian atas asal barang tersebut.

Demikian juga halnya dengan pembangunan di bidang industri,

NIN

pehggunaan bahan baku tertentu yang tergolong langka karena penggunaan yang

SN

tefus meningkat. Kelangkaan tersebut dapat menimbulkan kesempatan yang lebih

d

bga)nyak untuk terjadinya perbuatan-perbuatan atas bahan-bahan baku tersebut,
(=
perbuatan mana akan lebih banyak memberikan keuntungan. Pengaturan dan

penertiban dalam lalu lintas barang pada saat ini menambah jumlah tulisan/surat,
tanda dan sebagainya untuk dapat dipalsukan.
C. Pengertian Merek

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk
nlgngidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pengusaha biasanya

-

f+¥]
b&fusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan

e
w

rr"éﬁnggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan
dgi para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut
d%gan merek yang telah digunakan perusahaan secara reguler. Semua hal di atas
t%tunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan uang.®

Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena

pablik sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa

eIIng jo

gan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat

12 -
Ibid
Y Utomo, Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT Erlangga, 2002), halaman 10.

Nery wisey| gpe@ u
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©

b%harga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai
-

dibandingkan dengan aset rill perusahaan tersebut. Merek juga berguna untuk para
@)

—

kansumen, mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena
=

menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi
=

dikarenakan reputasi dari merek tersebut. Jika sebuah perusahaan menggunakan
Z

nfi:@rek perusahaan lain, para konsumen mungkin merasa tertipu karena telah
rr%mbeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.**

g Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang
l\jI:erek dan Indikasi Geografis dinyatakan bahwa, “Merek adalah tanda yang dapat
ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan,
warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram,
atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang
dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan

pgrdagangan barang dan/atau jasa”.

Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada

ST 2j¢e

p'?gmilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan
s@diri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk

5
menggunakannya.

A}1813

Merek, yang diklasifikasikan sebagai indikasi asal dan dilindungi hak

ayaan intelektual, adalah simbol atau tanda khas yang digunakan untuk

x
[nsgo

membedakan sumber produk dan layanan dari satu organisasi ke organisasi
=

ldlhnya. Dalam tindakan menjalankan usahanya, para pelaku bisnis perlu

* Simon Butt, Hukum Merek, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), halaman 5.

nery wisey jue
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©

nﬁmastikan dan menjamin kualitas barang dan jasa yang diberikan kepada
-

k@nsumen (jaminan mutu), dengan bersamaan menghindari terjadinya persaingan
@)

—

yang tidak etis dari pelaku bisnis lain yang beritikad baik dengan memanfaatkan
np%rek sebagai garda depan perdagangan barang dan jasa. kurang kemahiran
dengan harapan memanfaatkan posisinya. Selain itu, merek berfungsi sebagai
irfi;trumen pemasaran dan periklanan (a marketing and advertising device) yang
rr%nyampaikan informasi spesifik kepada konsumen mengenai produk dan jasa
pg);?-]gusaha.15

: Meskipun undang-undang merek sudah ada sejak lama, sebagian besar
masyarakat kita masih kurang memahami Kketentuan-ketentuannya. Banyak
pemangku kepentingan, termasuk penegak hukum, pelajar,pengusaha, dan
masyarakat umum, masih kurang memahami hukum merek. Kurangnya

pemahaman terhadap undang-undang merek dagang mungkin berdampak pada

pgperapan praktis penegakan hukum.

f+¥]
o Sebagaimana telah dijelaskan pada definisi sebelumnya, merek berfungsi
@

sgagai tanda pengenal yang membedakan aktivitas perdagangan yang melibatkan

!

p duk atau jasa yang sebanding. Selain berfungsi sebagai diferensiasi, merek

=
j%ﬁa berfungsi sebagai:

E.: 1. Memastikan kualitas dan kegunaan produk. Hal ini tidak hanya
'3; memberikan keuntungan bagi pemilik merek tetapi juga memberikan
:’T jaminan dan perlindungan kepada konsumen;

2“ 2. Korelasi antara komoditas dan pembuatnya, dimana vendor atau produsen

> Rahmi Jened Parinduri, Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi
nomi, him. 3-4

nery wigeyy Juae
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©

= memberikan jaminan atas komoditas dan jasa yang dipertukarkan;

-

© 3. Cara mempromosikan produk bagi produsen yang bergerak di bidang
@)

o perdagangan.

=

=  Selain dari fungsi-fungsi yang disebutkan di atas, merek juga dapat
=

nfenjalankan fungsi dan mencapai tujuan yang dapat dianalisis dari berbagai
Z

ngspektif. Tujuan produsen dengan merek adalah sebagai berikut:

w

% 1. Meyakinkan konsumen bahwa produk yang dibelinya berasal dari
Py —

5 Organisasinya

(=

2. Menjamin kualitas produk
3. Memberikan nama unik pada produk
4. Melindungi pemilik merek yang sah dari peniruan pihak ketiga.

Merek dimanfaatkan oleh pedagang untuk mengiklankan produknya
dengan tujuan mencari lokasi dan memuaskan pasar. Tujuan merek adalah
nlgnawarkan konsumen berbagai produk untuk dibeli.

Jenis merek dapat dibedakan menjadi :

1. Merek dagang adalah suatu merek yang dibubuhkan pada suatu produk.
Perilaku pedagang perseorangan atau kolektif yang beroperasi sebagai
badan hukum untuk membedakan produk sejenis. Contoh dari merek
dagang adalah Unilever, Honda, dan Dua Kelinci.

2. Merek layanan adalah sebutan yang digunakan oleh individu atau kolektif
untuk membedakan layanan mereka dari layanan serupa. Contoh dari
merek layanan adalah Titipan Kilat (TIKI), dan Matahari Departement

Store.
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©

g 3. Merek dagang kolektif adalah tanda pengenal yang digunakan bersama
_fg_ oleh beberapa badan hukum atau individu untuk membedakan barang dan
o jasa dengan harga yang sama. Beberapa contoh dari merek dagang
;% kolektif adalah PT LIPPO GROUP, dan BCA.

S Sesuai dengan Pasal 1 angka 4, Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun
2;16 mengklasifikasikan merek sebagai berikut: merek jasa dan merek dagang.
»

Mengklasifikasikan merek kolektif sebagai kategori merek baru adalah suatu
kg;%alahan, mengingat merek tersebut juga terdiri dari merek dagang dan merek
Izg/anan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa merek dagang ini digunakan
secara bersamaan. Mengenai pengertian merek, Pasal 1 angka 2 mengatur bahwa
“merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan
oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk
membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.” Sedangkan merek jasa
mgnurut Pasal 1 butir 3 diartikan sebagai “merek yang digunakan pada jasa yang

-

f+¥]
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau

—

w
badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya”

Dengan menggunakan konjungsi dan/atau, pemanfaatan merek kolektif

upn dTw

dEerluas hingga mencakup produk dan jasa secara bersamaan, berbeda dengan
n%kna tunggal yang ingin disampaikan oleh kata atau.
Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan merek kolektif harus
muat hal-hal sebagai berikut:
1. Sifat, sifat umum, atau ciri-ciri barang atau jasa yang diperdagangkan dan

diproduksi dengan menggunakan merek kolektif.
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2. Ketentuan mengenai pengawasan regulasi atas penggunaan merek-merek
tersebut oleh pemilik merek kolektif untuk memastikan efektivitasnya.

3. Sanksi terhadap penggunaan merek kolektif yang melanggar ketentuan
yang telah ditetapkan.

Agar pemilik Merek Kolektif terdaftar dapat bekerjasama dengan

NINnYilw eydio ey @

ogganisasi, korporasi, atau perkumpulan lain yang menggunakan Merek yang

w
sgima, maka perjanjian mengenai penggunaan Merek Kolektif tersebut perlu

P |
memuat ketentuan dan syarat-syarat yang jelas.
(=

Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 memberikan perlindungan
terhadap merek jasa, merek dagang, dan merek kolektif. Selain itu, dalam hal
permohonan pendaftaran merek bertentangan dengan standar kesusilaan dan
ketertiban umum, merupakan milik umum, tidak mempunyai ciri khas, atau
menandakan indikasi atau keterangan mengenai suatu produk atau jasa, maka

pggmohonan pendaftaran merek tersebut tidak memenuhi persyaratan pendaftaran.

f+¥]
S€lain itu, syarat-syarat berikut harus dipenuhi dalam hal Direktorat Jenderal Hak

e
w

ngayaan Intelektual menolak permohonan merek: Agar dua merek dianggap sah,

[

r@ka harus sama atau sebanding dengan merek terdaftar atau merek jasa untuk

=
merek tersebut. kelas dan jenis barang yang sama; merek yang dimaksud tidak

SIo

bagleh mempunyai kemiripan dengan merek, orang, foto, atau badan hukum

0 A

terkenal; dan nama, tiruan, bendera, negara atau dewan nasional, atau organisasi

ns

ir';';c“ernasional juga harus sama atau mirip dengan merek yang terdaftar.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh otoritas yang

%me&g u

ingatur kepada pemilik merek dagang, yang memungkinkan mereka untuk
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©

nﬁnggunakannya sendiri atau memberi wewenang kepada orang lain untuk
-

melakukannya. Untuk memperoleh hak eksklusif tersebut diperlukan pendaftaran

@)

merek pada lembaga pendaftaran merek umum.

=

=  Hal ini terlihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
=

tél—ltang Merek, Pasal 1 ayat 5 sebagai berikut: “Hak atas merek adalah hak

N

eESklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk
j%gka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau
n&;gmberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

: Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10
(sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. Dan jangka waktu perlindungan dapat
diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Merek tidak dapat didaftar jika:

a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan,
moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum
b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau
jasa yang dimohonkan pendaftarannya
c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas,
jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang
dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang
dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau
khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.

e. Tidak memiliki daya pembeda.

f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.
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Di samping merek dagang, terdapat juga merek jasa, adalah merek yang

& 3eH O

digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang

®1d

ara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa

jenis lainnya.

éw.l

Perundang-undangan tentang merek memperkenalkan adanya hak

2 NIN

ritas, adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari

> o
egisn

ara yang bergabung dengan organisasi internasional perlindungan merek,

uptuk memperolen pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal

n exy

merupakan tanggal prioritas di negara tujuan, yang juga anggota salah satu dari
kedua perjanjian tersebut, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun
waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan internasional.

Agar pemilik merek memperoleh hak eksklusif atas merek dan mendapat
perlindungan hukum, maka pemilik merek yang beriktikad baik dapat
nlgndaftarkan mereknya kepada pemerintah. Permohonan pendaftaran merek
dﬁakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, yang diajukan oleh pemohon
a§u kuasanya kepada kementerian yang berwenang. Jika pemohon adalah
p@nohon dengan permohonan yang menggunakan hak prioritas sebagaimana
d%’ebutkan di atas, harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan

t%itung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama

Q ..o . . .
s%fnkall diterima di negara lain, yang merupakan anggota perlindungan merek
=

ir'g')t‘r—:rnasional.16
=

*® Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), h. 205
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Sedangkan Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan

D AEeH O

daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis

di

}

masuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut

IUJ%

n;n;mberikan reputasi, kualitas,, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau
produk yang dihasilkan.

; Lisensi merek di Indonesia tidak direkayasa oleh peraturan, tetapi pertama
s%ali direkayasa oleh praktek dan yurisprudensi. Salah satu Keputusan
I\é);-ghkamah Agung yang memperkuat posisi lisensi merek adalah Keputusan
I\/Tahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3051 K/Sip/1981, tanggal 28
Desember 1983 yang dikenal dengan perkara merek Gold Bond. Keputusan ini
mengakui hak pemegang lisensi merek. Alasan non-use dari pemegang lisensi
tidak dapat diterima oleh pengadilan. Akan tetapi, sekarang ketentuan tentang
lisensi merek sudah diatur dalam Undang-Undang Merek, yang antara lain
nggnentukan bahwa perjanjian lisensi wajib dicatat dalam Daftar Umum Merek

-

f+¥]
pada departemen yang berwenang dan mengumumkannya dalam berita resmi

—

wn

merek.!’

8

E Terhadap penerima lisensi yang beriktikad baik, tetapi kemudian merek
)

tez'sebut dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau
[ ]

Ig%seluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan
(=]

parjanjian lisensi tersebut sampai habis masa berlakunya lisensi tersebut.

Dalam hal ini penerima lisensi tidak lagi wajib membayar royalty kepada

ilik merek yang dibatalkan, tetapi wajib membayarnya kepada pemilik merek

Y Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), h.337
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©
y%ug tidak dibatalkan. Jika pembayaran royalty telah dilaksanakan sekaligus,

=

nmaka pemilik merek yang telah dibatalkan wajib mengembalikan royalty kepada
@)

panilik merek yang tidak dibatalkan dengan jumlah yang sebanding dengan sisa
=

jangka waktunya.*®
=

C  Dari pernyataan tersebut dapat diketahui, bahwa pemilik merek

Z
nfi:@rupakan pemegang lisensi merek yang dilindungi oleh undang-undang, bagi

p%ak lain yang akan menggunakan merek tersebut harus membayar royalty
kgada pemilik merek yang bersangkutan. Apabila pemakaian merek orang lain
t;]pa izin dari pemilik merek yang bersangkutan dapat dituntut, menggunakan
merek orang lain tanpa izin, bahkan apabila dipalsukan merek yang bersangkutan
dapat diajukan gugatan ke pengadilan, dengan tuntutan ganti rugi dan yang
meniru merek tersebut tidak lagi dapat menggunakan merek tersebut.

D. Pengawasan

Pengawasan terdiri dari kegiatan-kegiatan yang merupakan upaya agar

peristiwa dan kegiatan dalam organisasi sesuai dengan rencana meskipun setiap

ST &3S

[}

onaganlsa3| mempunyai Kkarakteristik yang berbeda tetapi dalam kegiatan
p@gawasan semua organisasi melaksanakan tahapan-tahapan pokok yang sama.

Y-é'ng dimaksud dengan proses pengawasan adalah serangkaian tindakan dalam

SIo

n:elaksanakan pengawasan.

Rangkaian langkah-langkah dalam proses pengawasan, yakni pengawasan

¥gIng jo £

fungsional, itu pada hakekatnya tidak berbeda dengan rangkaian langkah-langkah

& u

am pengawasan melekat atau pengawasan atasan langsung. Menurut Joseph A.

*® Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), h.338
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©

Aé,':iarello dalam Nawawi, proses pengawasan itu mencakup: Expection
-

(Merumuskan apa yang diinginkan dari kekayaan yang dimiliki), Alocation
@)

(Eq'engalokasikan sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan
=

tersebut), Monitoring Performance (mencatat dan memonitor hasil kerja),
-~

Corrective Actions (melakukan tindakan koreksi jika hasil kegiatan berbeda

N

dehgan tujuan yang ditetapkan).

Dari beberapa definisi yang di kemukakan di atas dapat di tarik

Y Bysn

kesimpulan bahwa:

ne

1. Pengawasan adalah merupakan proses kegiatan yang terus-menerus di
laksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan,
kemudian di adakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya
sesuai dengan semestinya atau tidak.

2. Selain itu Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu
proses pengukuran dan pembandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang
nyata telah di capai dengan hasil-hasil yang seharusnya di capai. Dengan
kata lain, hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana
terdapat kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-
sebabnya.

Akan tetapi kalau di terjemahkan begitu saja istilah controlling dari bahasa

(0] &]}SIBA!UH JIWe[sS] 9jelg

Irg}?gris, maka pengertiannya lebih luas dari pengawasan yaitu dapat diartikan
=
sgﬁagai pengendalian, padahal kedua istilah ini berbeda karena dalam
=
pehgendalian terdapat unsur korektif. Istilah pengendalian berasal dari kata

j+¥]
kendali yang berarti mengekang atau ada yang mengendalikan. Jadi berbeda
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©

dé_wgan istilah pengawasan, produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk
-

nigngetahui sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah
@)

kgpada objek yang di kendalikan.

w

—  Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan korektif itu

b

sidah terkandung di dalamnya, sedangkan dalam pengertian pengawasan tindakan

N

kgrektif itu merupakan proses lanjutan. Pengendalian adalah pengawasan

d%ambah tindakan korektif. Sedangkan pengawasan adalah pengendalian tanpa

tﬁdakan korektif. Namun sekarang ini pengawasan telah mencakup kegiatan
pgefngendalian, pemeriksaan, dan penilaian terhadap kegiatan. Menurut Prayudi,
dalam mencapai pelaksanaan pengawasan terhadap beberapa asas antara lain :

1. Asas tercapainya tujuan, ditujukan ke arah tercapainya tujuan yaitu
dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-
penyimpangan atau deviasi perencanaan.

2. Asas efisiensi, yaitu sedapat mungkin menghindari deviasi dari
perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain diluar dugaan.

3. Asas tanggung jawab, asas ini dapat dilaksanakan apabila pelaksana
bertanggung jawab penuh terhadap pelaksana perencanaan

4. Asas pengawasan terhadap masa depan, maksud dari asas ini adalah
pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik di waktu
sekarang maupun di masa yang akan datang.

5. Asas langsung, adalah mengusahakan agar pelaksana juga melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.
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10.

11.

12.

13.

14.
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Asas refleksi perencanaan, bahwa harus mencerminkan karakter dan
susunan perencanaan.

Asas penyesuaian dengan organisasi, bahwa pengawasan dilakukan
sesuai dengan struktur organisasi dan kewenangan masing-masing.

Asas individual, bahwa pengawasan harus sesuai kebutuhan dan
ditujukan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana.

Asas standar, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan
standar yang tepat, yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan
dan tujuan.

Asas pengawasan terhadap strategis, bahwa pengawasan yang efektif dan
efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-
faktor yang strategis.

Asas kekecualiaan, bahwa efisiensi dalam pengawasan membutuhkan
perhatian yang di tujukan terhadap faktor kekecualian yang dapat terjadi
dalam keadaan tertentu, ketika situasi berubah atau tidak sama.

Asas pengendalian fleksibel bahwa pengawasan harus untuk
menghindarkan kegagalan pelaksanaan perencanaan.

Asas peninjauan kembali, bahwa pengawasan harus selalu ditinjau, agar
sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.

Asas tindakan, bahwa pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-
ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana,
organisasi dan pelaksanaan.

Bentuknya pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut:
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1. Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan

atau organ yang secara organisatoris/struktural termasuk dalam lingkungan
pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan pejabat

atasan terhadap bawahannya sendiri.

. Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang

secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah dalam arti
eksekutif. Misalnya pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penyelenggaraan pengawasan dapat dilakukan berdasarkan jenis-jenis

pengawasan yaitu :

1. Pengawasan dari segi waktunya

2. Pengawasan dari segi sifatnya.

Pengawasan terhadap aparatur pemerintah apabila dilihat dari segi sifat

pgngawasan itu, terhadap objek yang diawasi dapat dibedakan dalam dua kategori

Y
yaitu :

nery wisey JrreAg uejng jo A}JISIaATU() dTWER]S

1. Pengawasan dari segi hukum (rechtmatigheidstoetsing) misalnya

pengawasan yang dilakukan oleh badan peradilan pada prinsipnya hanya
menitikberatkan pada segi legalitas. Contoh hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara bertugas menilai sah tidaknya suatu ketetapan pemerintah. Selain
itu tugas hakim adalah memberikan perlindungan (law proteciton) bagi
rakyat dalam hubungan hukum yang ada di antara negara/pemerintah

dengan warga masyarakat.



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
AL

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

30

2. Pengawasan dari segi kemanfaatan (doelmatigheidstoetsing) vyaitu
pengawasan teknis administratif intern dalam lingkungan pemerintah
sendiri (builtin control) selain bersifat legalitas juga lebih menitik beratkan
pada segi penilaian kemanfaatan dari tindakan yang bersangkutan.

erlindungan Hukum

ng N[ET Nij1w eydio ey @

Pada intinya Philipus M Hadjon menjelaskan mengenai perlindungan
hﬁkum adalah salah satu bentuk tindakan yang harus diberikan untuk memenubhi
kg%utuhan manusia dalam menjalani kehidupan bernegara. Tindakan tersebut
dgi:Iaksanakan untuk memberikan suatu jaminan kepastian kepada kepentingan
setiap manusia.

Sedangkan perlindungan hukum sebagai usaha atau tindakan hukum untuk
mengayomi hak-hak yang dimiliki oleh manusia terhadap perbuatan manusia
lainnya yang merugikan sehingga usaha tersebut dapat dirasakan secara langsung.
Pspanggulangan yang dilakukan oleh hukum terhadap suatu pelanggaran maka
d%at dikatakan sebagai tindakan dari perlindungan hukum. Dimana dalam
pgffaksanaan tindakan tersebut dapat ditempuh dengan dua cara yakni:

) 1. Secara represif. Tindakan perlindungan hukum ini merupakan sebagai

upaya penyelesaian sengketa.

- 2. Secara preventif. Tindakan ini dilakukan untuk mengupayakan pencegahan

AJISIdATU) dTUX

suatu pelanggaran.
Sebagai bahan perbandingan perlindungan hukum yang bersifat represif

preventif:

Nery wisey| ;pe‘% ue}[ng jo
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1. Represif adalah perlindungan hukum yang dilakukan ketika masalah atau
sengketa sudah terjadi, represif bertujuan untuk menyelesaikan masalah
atau sengketa

2. Preventif adalah perlindungan hukum yang memberikan kesempatan pada
subyek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya, sebelum
ada keputusan yang definitive, preventif bertujuan mencegah terjadinya
sengketa atau masalah.

Sarana untuk memberikan perlindungan pada intinya disandarkan kepada

nely e)sns NiN !jiw ejdio yeH o

pemangku hak dan kewajiban. Dimana pemangku itu sebagai pelaksana dari
berbagai sistem, serta mendasarkan kepada hukum. Manusia sebagai pendukung
hak dan kewajiban sudah selayaknya dijadikan sebagai subjek hukum.

Dalam perkembangan kehidupan pada saat sekarang maka subjek hukum
sudah diartikan dalam bentuk luas dikarenakan bukan hanya pada manusia saja
nlglainkan termasuk juga badan hukum, dikarenakan badan hukum juga memiliki

f+¥]
kgtentuan akan hak dan kewajiban yang akan dilaksanakannya sesuai dengan

kg entuan hukum yang berlaku.

z Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia, tata perbuatan mengandung
aéi suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, seperti kadang-
kgdang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami

m satu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami hakikat

ng%o

h'gkum hanya dengan memperhatikan satu
=

pefaturan saja.
<%}

nery wisey[ Ju
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Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tata

ABH @

h

[

kum perlu dimaknai agar hakikat dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman

g jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut

21d

bahwa hakikat hukum dapat dipahami dengan sempurna.

Padanan kata perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah “legal

NIN Xglw

pPdtection”, dalam bahasa Belanda “rechtsbecherming”. Kedua istilah tersebut

n

j%a mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi
n&akna sesungguhnya dari “perlindungan hukum”. Di tengah langkanya makna
p;efrlindungan hukum itu.

Kemudian Harjono berusaha membangun sebuah konsep perlindungan
hukum dari perspektif keilmuan hukum, menurutnya perlindungan kerja bertujuan
untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya
tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha
V\@jib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai peraturan perundang-

f+¥]
uRdangan yang berlaku.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi

weysy

!

r@syarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai

=
d%gan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga

-
wn

nEmungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Parlindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan

et

peftolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila

u

mglihat pengertian perlindungan hukum di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur

IR

daki perlindungan hukum, vyaitu: subyek yang melindungi, obyek yang akan

Nery wisey|
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©

dﬂindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya
-

perlindungan tersebut.

@)
o Perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan
=
individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk
-~

nenikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk
Z

bgPtindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

w

& Pemenuhan hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum

dgam sarana Hak Kekayaan Intelektual. Dengan maksud bahwa setiap Negara
yjng berada pada lingkup organisasi internasional maka sudah pasti akan
memberikan suatu perlindungan terhadap HKI. Perlindungan tersebut salah
satunya dalam hal Indikasi geografis. Jika dilihat dengan adanya pengembangan
teknologi maka sangat membutuhkan perlindungan hukum dan hukum sendiri
sering ditinggalkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang
nagsih kurang memahami dan menghargai perlindungan terhadap hasil karya

-

f+¥]
infelektual seseorang.

nery wisey JireAg uejng jo A}JISIaATU() dDTWR]S]
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METODOLOGI PENELITIAN

dioyeH o

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian

w
giw e)

agai berikut:
Jenis dan Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian

sng NP

hgkum sosiologis, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan
sé%atu merek tiruan dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang
I\/Terek di Sukaramai Trade Center Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan melalui
pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode
deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret
mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan
suatu permasalahan tertentu.™

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu

Zeis

nggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang sepatu merek tiruan

2ys]

deihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dilihat dari

Tux

L@dang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Sukaramai Trade

u

Center Kota Pekanbaru.

SIo

B=Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian ini

ng jo A

dESukaramai Trade Center Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis mengambil
=

IgKasi penelitian ini adalah, bahwa masih ada beredar sepatu merek tiruan atau
<]

=
g 19 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998),
hal 74.

34
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©
niErek orang lain, sehingga menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

=

Tentang Merek dapat merugikan pemilik merek, yang dapat dipersalahkan
@)

—

melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.
=

C=Subjek dan Objek Penelitian

=
=

Z
Tgade Center Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah penjual sepatu palsu di Sukaramai
w
i} adalah sepatu merek tiruan di Sukaramai Trade Center Kota Pekanbaru.

A .
DQTJ'JEI’]IS Data

(=
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan
tempat lokasi penelitian,®® dalam hal ini penulis memperoleh data dari
pihak-pihak yang berhubungan dengan sepatu merek tiruan di Sudirman

Trade Center Kota Pekanbaru.

o

Data Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka,
yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang
berwujud laporan dan sebagainya,?* yang berhubungan dengan masalah

dalam penelitian ini.

o

Data hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua
bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan

dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

d_];[ng JO AJISIdATU) DTUIR]S] d)e1§

opulasi dan Sampel

% Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.
Grafindo Persada, 2008), h.30
?! bid, h.30

nery uusn% Jijedg u
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Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang,

D IEeH O

benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.’?

angkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.

1w £1d

Populasi dalam penelitian ini adalah penjual sepatu di Sukaramai Trade Center
-~

Kota Pekanbaru sebanyak 3 orang dan Staff Bagian HAKI pada Kanwil
Z
KC@menterian Hukum dan HAM sebanyak 1 orang. Oleh karena populasi tergolong
w
kgcil, maka penulis mengambil keseluruhan populasi sebagai sampel dengan

Py :
rrg)etode total sampling.

(=
Tabel 3.1
Populasi dan Sampel
No. Jenis Populasi Populasi Sampel Keterangan
1 Staff Bagian HAKI 1 1 Informan Utama
pada Kemenkumham
Riau
2 Penjual Sepatu 3 3 Informan Tambahan

Sumber: Data lapangan, 2024
2]
FaMetode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

guejs] 3

séhagai berikut:
a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.®
Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk

mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek

penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

(g uejng jo Ajrsraarupn d

22 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
7), h.118

% Haris Herdiansyah, Metode Kualitatif untuk llmu-1lmu Sosial, (Jakarta: Salemba
Hiimanika, 2010), h.106

2

> Frae)
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b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan
langsung kepada pengawas Satpol PP di Sudirman Trade Center Kota
Pekanbaru.

c. Angket, yaitu daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan untuk penjual
sepatu di Sudirman Trade Center Kota Pekanbaru, dengan tujuan untuk
mendapatkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

d. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku,

jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

nely e)sns NiN !jiw ejdio yeH o

permasalahan yang diteliti.?*

G. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan
metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis
maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tahap yang
s&anjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif,
y;ﬂkni menjelaskan secara jelas mengenai sepatu merek palsu dilihat dari Undang-
L@dang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Sukaramai Trade Center Kota
P%kanbaru, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan

dE;ri hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.?

iefg uejng jo

 Hajar. M, Metode Penelitian Hukum, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau,
2641), h.53

7 % Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,
1886), h.252
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BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Berkenaan dengan uraian dan pembahasan di atas, maka penulis
ngambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengawasan terhadap merek secara lasngung belum ada dilaksanakan.

Sedangkan pengawasan dalam bentuk tidak langsung sifatnya Dirjen

HAKI hanya menunggu laporan dari pemilik merek atau masyarakat

pengguna merek tersebut atas barang yang tidak sesuai. Dimana sepat
dengan merek tiruan (palsu) dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2016 Tentang Merek tidak dibenarkan, kecuali merek tersebut dialihkan
oleh pemiliknya melalui pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau
sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang sebagaimana dijelaskan
dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Selain dari hal
tersebut maka penggunaan mereka milik orang lain adalah ilegal termasuk

pakaian dengan merek tiruan atau palsu.

. Perlindungan hukum dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Tentang Merek adalah pemilik merek dapat mengajukan tuntutan ke
pengadilan niaga, berupa tuntutan ganti rugi. Di samping itu juga dapat
meminta ke pengadilan untuk menarik atau menghentikan peredaran
barang dagangan yang menggunakan mereknya tanpa izin. Hal ini
merupakan dampak yang bisa terjadi akibat penjualan pakaian dengan

merek tiruan atau palsu.

S7
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aran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai

=
c
:'!‘

1. Kepada pedagang merek palsu harus benar-benar memperhatikan merek
dagangannya, jangan sampai karena menggunakan merek palsu kemudian
dituntut oleh pemilik merek yang bersangkutan, sehingga menimbulkan
kerugian bagi pedagang yang bersangkutan. Oleh karena itu bagi para
pedagang sewaktu membeli barang dagangan tersebut pada grosir harus
memperhatikan betul merek yang digunakan pada barang yang akan dijual
tersebut agar tidak mengalami kerugian di kemudian hari.

2. Kepada pemerintah harus tegas dalam menerapkan peraturan perundang-
undangan, sehingga pemilik merek mendapatkan perlindungan hukum dari
negara dan akan menjaga kondisi perekonomian negara untuk jangka

panjang.
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